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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR: 2> /KEP / BKPSDM / I/ 2024 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Menimbang ©oa. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

b.  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dengan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; '




Menetapkan

KESATU

KEDUA

6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

9.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Yogyakarta;

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;

13.  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang
Keduduka, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA.

Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Tugas dari Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) adalah:

a. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan dalam rangka
penerapan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas



Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM);

b. Melaksanakan penilaian mandiri (self-assessment);

c. Menyiapkan program manajemen perubahan (Penataan
Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan
Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM);

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

e. Melaksanakan penyempurnaan program dan
mengimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan
dalam mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

KETIGA : Tim Satuan Kerja sesuai dengan yang dimaksud dalam keputusan
kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 22 Novee 2004

ALA,

EDI BUDIONO, M.Pd
IP. 196708041999031007

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;

2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Tim yang bersangkutan.

SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Nomor : 2%/ &Y/ SWieom/ N /202y
Tanggal : 2% Maret 2090

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JABATAN JABATAN
He. DALAM TIM RS S DALAM INSTANSI
1. | Ketua Dedi Budiono, M.Pd Kepala Badan
2 Sekretaris Fatmah Rosyati, S.IP., Sekretaris
M.I.P.
Anggota Gunawan Adhi Putra, Kepala Bidang Perencanaan dan
S.Si,M.Kom Pengembangan
Andriana Widiantari, Kepala Bidang Manajemen
S.Psi,M.P.A Karier Kinerja dan
Kesejahteraan
Dina Vita Maratilova, Kepala Bidang Administrasi
S.H,M.H Kepegawaian

Wuri Widayati, S.H.,, M.P.A. | Kepala Bidang Peningkatan
Kompetensi Sumber DayaManusia

Kharisma Ketua Tim Perencanaan dan
Ratuprima Pengadaan

Semadaria, S.H

Brahmanti Maulana Asessor SDM Kelompok Substansi
Abadi,S.I.P, M.P.A Pengembangan]abatan Karier

Jabatan Tinggi dan Jabatan
Administrasi

Sumaryanto, SE Asessor SDM Kelompok Substansi
PengembanganKarier Jabatan
Fungsional

Ainun Hairany, S.Si, M.Si | Ketua Tim Kesejahteraandan
Penghargaan

Rachma Puspita Sari, S.E, | Ketua Tim ManajemenKarier

M.Acc dan Kinerja

Samhah Azizah, SE Ketua Tim Mutasi danKepangkatan

Chairul Fadhli, A.Md, Ketua Tim Pembinaan dan

S.Sos.1 Pemberhentian

Silva Dahono, SE Ketua Tim Data dan SistemInformasi




NO.

JABATAN
DALAM TIM

NAMA LENGKAP

JABATAN
DALAM INSTANSI

Singgih Pratomo, SE, MM

Ketua Tim Perencanaan
Peningkatan Kompetensi

Himawan Andi Kuntadi,

S.E, M.Sc

Ketua Tim Penyelenggaraan
Pelatihan

Kicky Anryano, SE, MM

Keua Tim Pengendalian Peningkatan

Kompetensi

Diyah Ayu Mustika Ratri,

Kepala UPT Penilaian Kompetensi
Pegawai

S.E, M.Ec.Dev

Bektiani Santosa PP, Ketua Tim Perencanaan Evaluasi
SE,M.Ec.Dev dan Pelaporan

Makmun, S.M Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Yenny Rahmawati, S.E.,
M.Ec.De

Kepala Sub Bagian Keuangan

Paryanto, A.Md

Kepala Sub Bagian TU UPT Penilaian
KompetensiPegawai

Vemi Adi Martono B.
A.Md.

Pranata Komputer Mahir

M. Aziz, S.1.P

Penelaah Teknis Kebijakan

Fatwa Fatikha, S.E

Penelaah Teknis Kebijakan

Herlinda Erviana Dewi,
A.Md

Pranata Sumber Daya Manusia
Aparatur Terampil
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EDI BUDIONO, M.Pd
P. 196708041999031007
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